SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Keterbukaan Informasi Publik
dan Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang cepat,
akurat dan tepat, dipandang perlu menyusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan
Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Permohonan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang| Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang| Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Ingonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran [Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang| Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum in
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik In

enjadi

onesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran |Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, |Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan|Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesig Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali{diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan |Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, |Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan |Umum

Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesig Tahun

2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 |Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,




Menetapkan

KESATU

Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekfetmiat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebag

aimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pe
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Kabupaten/Kota (Berita Negara  Republik In
Tahun 2023 Nomor 826);

milihan
Umum

donesia

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor

870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Pe
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

raturan
tentang

Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

Negara

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara Nomor 323 Tahun 2025 Tentang Penetapan Daftar

Informasi Publik (DIP) Komisi Pemilihan
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Umum

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

UTARA TAHUN 2026
Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pe
Permohonan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026, sebagaimana ter

ayanan
Umum

cantum




dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan
Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU memuat Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Terkait
Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang meliputi:
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai

tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Masamba
pada tangggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinansesuai dengan aslinya

, SEKRE(ARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

'+ /Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
~Pemi ""g{an Hukum




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

NO. | NOMOR SOP

JENIS SOP KET

1. | 38 Tahun 2026

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
oleh  Pejabat Pengelola Informasi dan | SOP Rutin
Dokumentasi (PPID)

Ditetapkan di Masamba
Pada tangggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P

Salinan; sesuai dengan aslinya
SEKRETAR[%T KPU KABUPATEN LUWU UTARA
‘Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

- Pemiluydan Hukum




No. SOP 38 Tahun 2026
Tgl Pembuatan 04 Februari 2026
Tgl Revisi 03 Februari 2026
Tgl Efektif 04 Februari 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA Disshkan Oleh
SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN Nema SOP
SUMBER DAYA MANUSIA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan KPU Tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; 2. Memiliki Integritas dan Disiplin Tinggi
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 3. Bertanggung jawab di bidang Penyimpanan, Pendokumentasian dan

Penyediaan serta Layanan Informasi

4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Lay
Informasi Publik;

5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

dan Prosedur Penyelesaian Sengketa 4

Dapat berkomunikasi dengan baik , benar dan lancar

6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 323 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar
Informasi Publik (DIP} Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025;

Keterkaitan: PERALATAN PERLENGKAPAN :

Produk Pelayanan berupa Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy

1

2 Ruang Pelayanan Informasi

3 Llaptop dan Printer

4 Meja, Kursi dan Rak Informasi

5 Formulir Permohonan Informasi dan Buku Registrasi

ringatan: Pencatatan/Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan/pemberian informasi ke Pemohon Informasi/Publik

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

P | Mutu Baku
PPID/Pejabat X
Tim P, b ub
No Aktivitas R - im Penghubung/S! Be o Sekretaris/Komisi Rilehgkiods Waktu Output Ket
Bagian Terkait oner
(Kasubag)
Menerima permintaan
informasi publik dari Identitas Pelayanan
pemohon informasi (Peorangan: Informasi
-Permohonan Informasi KTP/SIM/Paspor i dilakukan setiap
melampirkan data diri dan 1 Badan Publik: Akte t"l’ 'h'“"’_'_' !"‘"‘B hari kerja dengan
jenis serta bentuk informasi Notaris dan .:fa "s,' jen rincian : Senin -
1. |yang diminta dalam formulir Dokumen + 10 Menit :!in:ima ;i::m Kamis pukul
permohonan informasi Pengesahan badan P 08.00 - 16.00
o ; wita,
-Desk Pelayanan mencatat | Formulir informasi Jumat pukul
permohonan informasi dalam | Permohonan 08.00 -
buku registrasi i " Informasi dan Buku 16.30 wita
| registrasi
| Formulir
yang
Mﬁ:]l::orﬁn jk::::appm e i o e telah diisi jenis
B 68 g. . | " J K . |informasi yang
2. | permintaan informasi [ ] Informasi dan Buku + 10 Menit itk alah
termasuk informasi yang di i : registrasi B i
kecualikan i pe .
1 : informasi
i 1 Formulir yang
Meminta Persetujuan i Formulir yang telah telah diisi jenis
. |Pimpinan jika permintaan i diisi jenis Informasi +30 Mesit informasi yang
" linformasi termasuk informasi i yang diminta oleh diminta oleh
yang di kecualikan i |pemohon informasi pemohon
] informasi |
i Formulir yang  |Pemohon
Barkooniiesi denge z Formulir yang telah telah diisi jenis  |informasi
diisi jenis Informasi o W i j
4. |Kasubag Terkait Penyedia i ! _—_ ° + 10 Menit ln.fo.rmaSI vang | mengajukan
Informasi yang diminta oleh diminta oleh permohonan
i pemohon informasi pemohon informasi dengan
] informasi cara datang




Pelaksana | Mutu Baku
PPID/Pejabat
Tim Penghub Sub Ket
No Aktivitas n—— m Penghubung/! B i Sekretaris/Komisi Kelengkapan Waktu  ——
Bagian Terkait oner
(Kasubag)
- ; _
| v Formulir yang telah :an!;s ulngt. rlneialul
diisi enis Inf i ) aximili, telepon,
g, Menginst.ruksikan untuk i Sisklents Informas + 30 Menit |Disposisi surat dan surat
mempersiapkan ] yang lektronik
i diminta oleh pemohon SIERLIom
e dian ke i b Daftar informasi Publik Data/Informasi
. ;detlrngm ormas . n o i {informasi yang 30 Menit |31 bentuk
: I .ayanan USROS | diminta pemohon hardcopy/
ARL: i informasi) softcopy
] -
Desk Pelayanan memberikan Untilk Informist
informasi jika informasi yang & tatBintis EPID
v | ;
diminta tersedia setiap saat Data/tnformasi dalam 3:::1410;1?' :t‘::b::f:‘::::(: g
7. |atau menyarankan pemohon | bentuk e hardcopy/ : kah dapat
informasi untuk membuka hardcopy/softcopy ApaKETL AP
o . softcopy membrikan
website jika informasi y ;
_— informasi atau
tidak memenuhi
Laporan ke dengan disertai
Data dan Daftar Komisi Informasi | 5, PPID
) 1 Tahun Alasan.
8. |Membuat Laporan Tahunan comohorn Irformas) i e
PPID KPU RI 10 hari kerja dan
dapat
Mengarsipkan dokumen dan diperpanjang
9. |menyimpan dalam bentuk Laporan Kegiatan 1lJam Arsip Dokumen |selama 7 hari
digital dan hardcopy - kerja disertai
|alasan
Keterangan Gambar :
1. Awal / Akhir Proses .
2. Prose
3. Dokumen HardCopy/Soft Copy -
4.Pengambiilan Keputusan ‘
5. Alur Proses | masomg:
6. Alur Proses Il -
@ www.kab-luwuutara kpu.goid € KPU Keb. Luwu Utara @ humaskpulure ) @kpu Wt © xpuwtra




